LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT [I REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1997 SERI D No.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAﬁ BANK PERKREDITAN RAKYAT
" BANK PASAR " KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
BUPATI KEPALA DAERAL TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bohwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
1992 tentang .Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang
Perusahaan Daerah Bank Pasar Perkreditan Rakydt,
Lembaga/BadaryBank Periceditan milik Pemerintah Daerah
bentuk hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Doerah
Bank Perkreditan Rakyat ;

b. bahwa.perubahan bentuk hukum dan afau pendirian
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, ditetapkan
dengan Peraturan Daerah .

Mengingat . 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.



D

2  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor : 10 famibahan Lembaran Negara Repulblik Indo-
nesia Nomor 2387).

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Pemerintanan di Daerah (Lembbaron Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lemibaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3037)

4, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 fentang Perbankan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor-3472).

5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tenfang Bank
Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3504).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rokyat .

7. Keputusan Menter Keuangan Nomor : 221/KMK. 019/1993
tentang Bank Perkreditan Rakyat.

8.  Instruksi Menteri Dalam NegeriNomor 8 Tahun 1994 tenfang
Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4

Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat.

Dengan Persefujuan Dewon Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tiungkat
il Rembang.

MEMUTUSKAN -

Menetapkan ' PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT -
“ BANK PASAR " KABUPATEN DAERAH TINGKAT I REMBANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

-y
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .

Daerah adalah Kabupaten daerah Tingkat | Rembang :

Pemerintah Daerah adaloh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I Rembang
Bupati Kepala Daerah adaiah Bupati Kepala Daerah Tingkat li Rembang ;
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat " Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat il Rembang selanjunya
disingkat PD. BPR ; ‘

Direksi adalah Direksi PD BPR :

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD . BPR ;

g Pegawai adalah Pegawai PD. BPR.

Q0UTaQ
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BAB i
PERUBAHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

PD. Bank Pasar yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
I Remibang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perusahaian Daerah Bank Pasar Kabupaten
Daerah Tingkat I Rembbang dirubah bentuk hukumnya menjadi PD. BPR * Bank Pasar
" Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang.

Pasal 3

(1) PD. BPR berkedudukan ci wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Rémbang.-

(@) PD. BPR dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas
atau Unit Pelayanan di ibu Kota Kabupaten, lcu Kota Kecamatan dan di Desa
-desq, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

BAB I
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

PD. BPR dalom melakukan usahanya beraszaskan Demokrasi Ekonomi dengan
Prinsip kehati - hatian .

Pasai 5

PD. BPR diidirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong
perfumbuhan, perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta

sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat.



BAB IV
TUGAS DAN USAHA
Pasal 6

PD. BPR merupakan salah satu alat kelengkapan ofonomi daerah di bidang
keuangan/Perbankkan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Pereeditan Rakyat
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku .

Pasal 7

Uniuk mencapai maksud dan fujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, PD. BPR
menyelenggarakan usaha-uscha antara kain -

a.

b.

()

(1)

@

Menghimpun dana dari masyarakat daiam bentuk Tabungan dan Deposito
Berjangka, dan afau bentuk lain yang disamakandenganitu;
Memberikan Kredit dan melakukan pembincon khususnya terhadap Fengusaha
Golongan Ekonomi Lemah ;

Melakukan kerja sarma anfar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankkan atau
Keuangan lainnya ;

Menjclankan usaha-uscha Perbankkan lainnya sepanjong tidak bertentangan
dengan Peraturan Perundang;undangan yang beriaku.

BAB V
MODAL
Pasal 8

Modal dasar PD. BPR ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus Lima
Puiuh Juta Rupiah).

Modal disetor PD. BPR adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Ru-
pich).
Modal PD. BPR merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan .

Pasal 9
Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah .

Penarmbahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) sampai
dengan terpenuhinya modal dasar difefapkan dengan Surat Keputusan Bupafi
Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah setiap tahun
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BAB VI
PENGURUS DAN PEGAWAI
Bagian Pertama -
Direksi

Pasal 10

PD. BPR dipimpin cleh Direksi.yang terdiri dari seorang Direkiur atau iebih
dan sebanyak-banyaknya 2 {dua) orang Direkiur.

Apabila Direksi ferdir aias 2 (dua) orang Direktur, saiah seorang diantaranya
diangkat sebagai direktur utama. wid g L

Direksi bertanggung jawab kepada Bupdti Kepala Daerah melaiui Dewan
Pengawas. : :

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan eksekutit lginnya .

Anggota Direksi bertempat tinggal diternpat kedudukan PD. BPR.

Antar sesama anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan
Anggota Dewan Pengawas ficak boleh ada hubungan keluarga sampai
derdjat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping fermasuk

~menaniu danipar . :

Apdbila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) ferjadi setelah
pengangkatan, untuk melajutkan jabatannya diperiukan ifin terhulis dari Bupati
Kepala Daerah, :

Anggota Direksi fidak boleh mempun\'/ai kepenfingan pribadi baik secara

langsung maupun tidak langsung kepada PD. BPR atau Badan Hukum/
Perorangan yang diberti kredit oleh PD. BPR.

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adaloh Warga Negara Indone-
sia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut -

a.

0O T

Memiliki keahlian di bidang perbankkan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun

‘dolam operasional perbankkan, kecuali Bupati Kepala Daerah menentukan

lain. '-
Mempunyai ahlak dan moral yang baik.
Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.

Tidok terlibat balk secara langsung maupun fidok langsung dalam kegiatan
pengkhianatan kepada Negara.

Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
Sehat jasmani dan rohani
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Pasal 12

Anggota Direksi diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas
untuk masa jabatan selama-lamanya 4 {empat) fahun dan dapat diangkat
kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir .

Sebelum Surat Keputusan Bupali Kepala Daerah tentang Pengangkatan

Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari

Kepdala Cabang Bank indonesia setempat.

Setiap perminfaan perdimbangan sebagimana dimaksud ayart (2) disampaikan

kepada Kepala Cabang Bank Indonesia, dilampirkan keterungon/ldenﬂ‘fc:s dari

calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :

a. Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Temcmg fidak ada hubungan
keluarga sebagaimana dimaksud Posal 10 ayat (6) Peraturan daerah ini ;

b. Surat Keterangan lulus butuh dari- Instansi/lembaga dimana yvang
bersangkutan bekerja, apabila calon beroso: dari luar Pemennfch Daerah
dan atau PD. BPR ;

c. Daftar Riwayat Hidup |engkap yang memuat pendidikan dan pengalaman
kerja ;

d. Daffar Penilcion Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) darl instansi yang bersangkutan
atau keterangan dari instonsi calon yang meliputi loyaliics, dlSiplm Tanggung
jawab, kejuiuran dan kepemimpinan .

Kepala Cabang Bank Indenesia berdasarkan data yang ada, memiberikan

pertimbangan tentang dapatflidak dapat dicpigkat calon Direksi yang diusulkan

sebagai anggota Direksi.

Bupdii Kepdla daerah setelah menerima pertimbangan dari Kepdla Cabang

Bank Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah

tentang Pengangkatan Anggota Direksi .

Pasal 13

Sebelum menjaiankan tugas Anggota Direksi dilanfik dan diambii sumpah
jaibatan oleh Bupdii Kepaia Daerah.
Setfiop pengangkatan Anggota Direksi PD. BPR dlbefstohukan kepaca Gubernur
Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Cq. Direkiur
Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonoml Daerah dan Kepala Cabang
Bank Indonesia setempat.

~ Pasal” 14

Tata cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditermpatikan oleh Bupati Kepala
Daerah sefelah mendengar pendapat Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



@

Pasal 15

Direksi mengurus kekayaan PD. BPR

Direksi mengangkat dan mernbernentikan pegawai berdasarkan Peraturan
Kepegawaian yang ditetopkan oleh Direksi dengan Persetujan Bupafi Kepala
Daerah melalui Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Direksi menetapkan susunan arganisasi dan tata kerja PD. BPR dengan
persefujuan Bupati Kepala Daerah sefelah mendengar perimibangan Dewan
Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang yang
berlaku .

Pasal 16
Direkst mewakili PD. BPR di dalam maupun diluor pengadilan .

Apabila dipandang petlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih

-untuk mewakili PD. BPR sebagaimana dimaksud ayat (1), -

Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan

a.

0

(M)

(2)

Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut

Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembanju, Kantor Kas atau Unit
Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuaon yang berlaku.
Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan
hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR sesuai dengan ketentuan
yang berloku ;

Menggadaikan barang - barang milik PD. BPR .

Pasal 18

Anggota Direksi berhentikarena @ -

a. Masa Jabatannya berakhir ;

b. Meninggal Dunia

Anggota Direksi dapat dibberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, karena

a. Pemnitoan sendirl.

b. Melakukan findakan yang merugikan PD. BPR ;

c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan
kepentingan Daerah atau Negara ;

d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dopat melakukan tugasnya
secara wajar

e. Ditugasi jaloatan lain.
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Pasal 19

Anggota Direksi yang diduga melckukc:n perbuatan sebagaimana dimaksud
Pasal 18 ayat [2) huruf b, ¢ dan d diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala
Daerah atas usul Dewan Pengawas .

Bupati Kepala Daerah memberikan secara tertulis pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud ayct (1) kepada yang bersangkutan disertai lasan-
alasannya.

Pasal 20

Selambai-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan
Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadir oleh Anggota Direksi untuk
menetfapkan oquah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi
kernbdili.

Apabila dalam waktu 1 {satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan
Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian
sementara batal demi hukum .

Apabila dalam persidangan sebagimana dimaksud ayat (1) Anggota Direksi
fidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang
ditetapkan oleh Dewan Pengawas:

Keputusdh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan
dengan Surat Keputusan Bupdti Kepala Daerah.

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak
pidana, maka yang beisangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari
sejak diterimanya Surat Keputusan. Bupati Kepala Daerah tentang
Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati
Kepala daerah.

Selambat-lambatmya 2 (dua) bulan sejak diterimanya perrnohoncn Kebefo’rc:n

., Bupdti Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau

menolak permohonan keberatan dimaksud .
Apdabila dalam wakiu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati
Kepcala Daerah beium mengambil keputusan terhadap permohonan

: kebe ratan.
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Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 22

Dewan Penagawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan
pengawasan dan pengenddlian serta pembinaan terhadap PD. BPR.
Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknyd 4 [empat} orang dan
sekurang-kurangnya 2 [dua) orang, salah seorang diangkat sebagai ketua
Dewan Pengawas.: : £ uy

Dalam menijalankan tugasnya Dewan Pengawas berfanggung jowab kepada
Bupdati Kepala Daerah.

Antar sesama anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan
Pengawas dengan Anggota Direksi fidak boleh ada hubungan keluarga samia
derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menanfu
danipar.

Apabiia hubungan keluarga sebagimana dimaksud ayat (4) terjadi sesudan
pengangkatan, unfuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupafi
Kepala Daetah .

Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepenfingan pribadi baik
langsung maupun fidok iangsung pada PD. BPR atou Badan HukunyPRerorangan
yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 23

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adaian Warga Negara

d.

o

Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagi berikut

Mempunyai pengelahuan di bidang perbankkan, dedikasi, akihak dan moral
yang baik seria mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati Kepala daerah
dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR ;

Tidak perah melakukan kegiatan atau tindakan yang fercela;

Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung ferhadap setiap
kegitan pengkhianatan terhadap Negara

Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.

Sehat jasmani dan rohani,

Pasal 24
Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati Kepala Daerah unfuk masa

jcbatan selamao-lamanya 3 (tiga) tahun dan daopat diangkat kembali setelan
masa jabatan dimaksud berakhir.
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Sebelum menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas dilantik dan diamibil
sumpah jabatan oleh Bupati Kepola daerah .

Seficp pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR diberitahukan
kepada Gubermur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri
Cq. Direkiur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi daerah dan Kepala
Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 25

Tata cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh
Bupati Kepdla Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.

@

Pasal 26

Dewan Pengawas mempunyail wewenang pengawasan terhadap semua
kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR .

Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara

a. Periodik sesudi dengan jadwal yang telah ditetapkan;

b. Insidentil atau sewakiu-waktu dipandang perlu menurut perfimbangan
Dewan Pengawas dalam menjalankan fugasnya.

Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebin untuk melaksanakan
tuggis tertentu, atas biaya PD. BPR.

Apabila dipandang perlu Bupati Kepaia daerah dapat membentuk Sekretariat
Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. BPR.

Pasal 27

Anggota Dewan Pengawas berhenti karena
d. Masa jabatanya berakhir ;
b. Meninggal Dunia.

Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah,
Karena .

a. Permintaan sendiri

b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR.

¢. Melakukan findakan tau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan
Daerah atau Negara

d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya
secara wajar ;

e. Ditugasi jabatan lain.
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Pasal 28

Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuaian sebagaimana
pada PFasal 27 ayat (2) hurufb, ¢, dan d diberhentkan sementara oleh Bupati
Kepdla Daerah atas usul Dewan Pengawas.

Bupati Kepaia Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhention
sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai
dlasan-alasannya.

Pasal 29

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati
Kepala Daerah saudoh melakukan sidang yang dihadii oleh Anggota-anggota
Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan
atau direhabilifasi kemibdii.

Apabila dalam waktu 1 [satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupdati
Kepdla Daerah belum melaksanakan sidang maka surat pemberhentian
sementara batal demni hukum .

Apadbila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Dewan
Pengawas fidak hadir maka yang bersangkutan dicnggap menerima keputusan
yang ditetapkan dalgm Sidang.

Keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (3] ditetapkan dengan Surat
Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lamibatnya 158 (iima
belas) hari sejok diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang
Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati
Kepala Daerah .

-Selambart-lamibainya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan,

Bupati Kepala Daerah sudah mengamibil keputusan apakah menerima atau
menolak permohonan keberatan dimaksud .

Apabila daiam waktu 2 (dug) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati
Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan
keberatan, maka surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang
Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
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Pasal 31

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anngota direksi ditetapkan cleh
Bupati Kepala Daerah, atas biaya PD. BPR.

Peraturan Gaji Pegawai ditefapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupdti
Kepalia Daerah atas pertimibangan Dewan pengoawas

BABVII
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA
Pasal 32

PD. BPR waijip mengadakan dana pensiun dan funjongan hari tua bagi direksil
dan pegawai PD.BPR yang merupakan kekayaanPD.BPR yang dipisahkan.
Dana pensiun dan tunjangan Har Tua sebagoimana dimaksud ayat (1)
bersumber dari :

a.  luran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan pegawai PD. BPR; .
b. Bagian dari dana kesejahteraan ;
c. Usaha-usaha lain yang sah.

BABVIII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 33

(1) Selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku ferakhir, Direksi
menyampaikan Rencand Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada
Dewan pengawas unfuk mendapat pengesahan.

(2) . Apabila sampai dengan Permuiaan Tahun Buku Dewan pengawas fidak
mengemukakan keberatan, maka rencana Kerja Tahunan dan Anggaran
PD. BPR dinyatakan berlaku . '

(3) Sefiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPRyang
terjadi dalam Tahun Buku yang bersanigkutan harus mendapat persefujuan
Dewan pengawdas. '

{4) Rencana Kerja lahunan dan Anggaran PD. BPR yang telah mendapat
pengesahan oleh Dewon pengawas disampaikan kepada Bupati Kepala
Naerah,dengan fembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia

seternpat
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BAB IX
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal *-34

Tahun Buku PD. BPR adalah Tahun Takwin.
Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan :se‘feloh berakimya tahun buku, Direksi
menyampaikan perhitungan-tahtinan yang terdiri dari Neraca dan
perhitungan iaba /rugi yang teloh diAudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan
Pengawas dan diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah unfuk mendapat
pengesahan.
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat(2) di
tandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas afau secrang
Anggoia.
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Bupatli Kepala Daerah:
memberi pembebasan fanggung jowalb kepada Direksi.
Direksi Wajib membuat laporan Tahunan tentang Perkembangan Usaha PD
BPR yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk disampaikan
kepada :Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubenur Kepaia
Daerah Tingkat | Jawa Tengah Cq.ASisten Sekwilda Bidang Administrasi
Pembangunan,Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Pemeriniahan
-~ Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Calgang Bank Indonesia setempat.
Direksi Wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan
yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR yang bersangkutan

- BAB X
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 35

Laba bersin PD. BPR yang telah disankan oleh Bupati Kepala Daerah setelah
dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

a. Bagian Laba untuk Daerah ........... el I TR e v 40%
b. Cadangan umum ................ R T T (R T o o 20%
€. :CAChICIOn TUIICHT: s e s s £ Sk e 20%
d, Danc:-KeseiahIeromn & .. v.iesinsssssim s s e g RO 10%
©: JOISA ProclIKSE . rcremoiinisis st s e s S s N S R R S 10%

Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat( 1) huruf
a dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikuinya.



(4)
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Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk
perumahan pegawai .serfa unfuk perurnahan pegawai sosial dan sejenisnya.

Pengunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati
Kepala Daerah.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNJANGAN GANTI RUGH
Pasal 36

Anggota Direksi dan atau pegawai PD. BPR yang dengan sengaja maupun
tidak sengaja atau karena kelalaian nya meninbulkan kerugian bagi PD.BPR
walib mengganti kerugian dimaksud.

Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang oerlaku

BABXII
KERJASAMA
Pasal 37

PD.BPR dapat melakukan ketjiasama dengan Bank Permbangunan Daerah (BPD)
danatau lembaga keuangan/perbankkan serta lembagalainnya daiam usaha
peningkatan modal, manajemen, Profesiondlisme perbankan dan lcin-iain,

BAB XllI
PEMBINAAN
Pasal 38

BupatiWdiketamadya Kepala Daerah melakukon pembinaan umnum ferfhadap
PD Bank Pasar dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD.BPR
Bank Pasar sebagai alat kelengkapan otonomi daerah sehingga dapat
beroperasi secara sehat,mandiri dan efisiensi.

Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengctwoson terhadap PD.BPR
Bank Pasar.



BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 39

(1)  Pembubaran PD.BPR ditetapkan dengan peraturan Daerah dan berlaku setelan
mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

(2) BupaliKepala Daerch menunjuk panifia pembubaian PD BPR sebagai mana
yang dimaksud ayat (1)

(3) Apabila PD.BPR dibubarkan, hutang dan kewdiitban keuangan dibayar dari harta
kekayaan PD.BPR dan sisa lebih/kurangmenjadi milik /fanggung jawat
Pemerintah Daerah.

[4) Panitia pembubaran PD.BPR menyampaikan perfanggung jawaban PD/BPR
kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasai 40

(1)  Bupdti Kepala Daerah menyelesaikan kekaryaan Direksi dan pegawai PD.BPR
yang dibubarkan .

(2) Pembubaran PD.BPR dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Gubenur
Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah,dengon tembusan kepada Menteri
Dalam Negeri Cq. Direkiur Jenderal pemerintahan umum dan otonomi
Daerah dan Kepala Cabang Bank Indenesia Setempat

B AB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Sermua kekayaan fasset femnasuk hutang piutang PD. BANK PASAR menjadi kekayaan
/asset PD.BPR yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini.

BAB XVi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Pelaksanaan peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala
Daerah.



= b=

Pasal 43

(1) Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini,maka peraturan Daeran Tingkat |l
Rembang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar
Kabupaten Daerah Tingkat | Remibang dinyatakan fidak berlaku iagi
Agar supaya sefiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan

pengudangan Peraturan Daerah ini dengan penempaionnya daiam itembaran

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang. )
DitefopkandiR e m b a n g

pada tanggal
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT i
DAERAH KABUPATEN DAERAH REMBANG
TINGKAT I REMBANG
KETUA
SOEGENG SARWONO Drs.H.WACHIDI RIJONO

i Disahkan Gubemur Kepala Daerah Tingkat | Joawa Tengah
* Dengan Keputusan Nomor : 188.3/82/1997 1§l 6 mei 1997
An. SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO,SH
NIP 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran DaerahKabupaten
Daerah Tingka I Rembang Nomor 8 Tahun 1997 seri D
Nomor 5 pada tanggal 13 Nopember 1997

Sekretaris Wilayah/ Daerah

Ir._ SLAMET PRAWIRO
PEMBINA TINGKAT |
NIP 500 042 180
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1996
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN RAKYAT
" BANK PASAR * KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG

PENJELASAN UMUM

Dengan keluamya peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank
Perkriditan Rakyat ,permendagri Nomor 4 Tahun 1993 tentang perusahaan
Daerah Bank perkreditan Rakyat dan juga Instruksi Menteri Dalarm Negeri Nomor
8 tahun 1994 maka Perusahaan Daerah Bank Pasar yang telah didirikan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat I Remibang Nomor
3 Tahun 1982 dipandang perlu untuk disesucikan dengan peraturan tersebut
diatas.

Dengan merubah bentuk dari PD Bank Pasar menjadi PD BPR * Bank Pasar *,
maika diharapkan lembaga Perkreditan Rakyat tersebut lebin Profesional daiam
menggelola. Menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat,

PENJELA-SAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1s/d 9 ayat (1) . Cukupielas.

Pasal ¢ ayat (2) . Penambahan modal disetor yang dianggarkan
dalam APBD setiap tahun dananya bersumber
dayri :

- Pendapaian Asli Daerah.

- Pinjoman atau Subsidi/hibah pemeriniah pusart
Pemerintah Daerah, Perbankan /Lembaga
Keuangan Dalam Negeri/Luar Negeti.

Bagian laba BUMN yang telah disetor ke kas
Daerah dan dikembalikan sebagai fambahan

modal disetor.
Pasal 10 : Cukupjelas.
Pasal 11 hurufa . Memiliki Keahlian dibidang perioankan, sekurang-

kurangnya 1 (satu) fahun dalam Operasional
peroankan.



Pasal 11 huruf b s/d f
Pasal 12 5/d 43
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Dalem hal anggota Direksi lebih dari 1 (Satu)
orang, maka sekurang-kurangnya 50% (Lima pulun
persen) dari anggota Direksi felah berpengalaman
Operasional perbankan Selanjuinya bagi anggola
Direksi yang belum bempengaloman dalam bidang
perbankan tersebut wajio menggikuti pendidikan
dan latihan dibidong perbankan dari instansi
pembina atau iemibaga yang benwenang dalam
tahun pertarna menjciot Direksi.

Cukup jelas.
Cukup jelas.



